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BABV
KESIMPULAN

Indonesia dan Kanada merupakan negara yang multikultural. Kedua
negara tersebut terdiri dari suku, bangsa, ras, warna kulit, dsb yang berbeda-beda,
juga pengaturan hukum anti diskriminasi ras dan etnis di kedua negara berbeda.
Negara Kanada mengatur hukum anti diskriminasi dalam satu undang-undang /
peraturan umum (lex generalis) yakni Canadian Human Rights Act yang berisi
ranah apa saja yang dilarang (salah satunya di dalamnya, race and ethnic or
national origin) serta mengatur anti diskriminasi di berbagai bidang kehidupan
sehari-hari yang rentan terjadi pendiskriminasian, seperti bidang kerja,
kesempatan kerja, pembedaan upah, dsb. Selain itu mengatur secara rinci
mengenai komisi hak asasi manusia Kanada dan apa yang harus dilakukan apabila
menjadi korban tindakan diskriminasi ras dan etnis, seperti contohnya bila
menjadi korban diskriminasi melaporkan tindakan diskriminasi tersebut pada
Canadian Human Rights Commission (CHRC) yang sangat berperan besar dalam
penegakan hak asasi manusia seperti terlihat dalam Canadian Human Rights Act
yang sangat mudah dipahami oleh warga negara yang menjadi korban tindakan
diskriminasi ras dan etnis.

Selain dari lingkup diatas, negara Kanada mengatur secara khusus hak
etnis minoritas yaitu penduduk asli (indigenous people), berupa hak-hak apa saja
yang berhak didapatkan oleh penduduk asli dalam /ndian Act dan Kanada juga
mengatur kesempatan kerja yang sama tanpa memandang ras dan etnis dalam
Employment Equity Act. Kelompok yang dituju dalam undang-undang tersebut
yang rentan terjadi diskriminasi adalah penduduk asli, dan kelompok minoritas
lain yang tampak, yakni orang yang bukan penduduk asli, bukan ras kaukasia dan

tidak berkulit putih.147

147 Employment Equity Act (S.C. 1995, c. 44)
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Sedangkan negara Indonesia mengatur hukum anti diskriminasi ras dan
etnis dalam dua Undang-Undang, yakni Undang-Undang No 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi peraturan umum (lex generalis) anti
diskriminasi ras dan etnis serta berperan dalam penegakan hak asasi manusia, dan
Undang-Undang No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan
Etnis (lex specialis) sebagai peraturan khusus yang mengatur anti diskriminasi
dalam bidang ras dan etnis.

Diskriminasi kerap terjadi secara vertikal maupun horizontal, secara
horizontal yang terjadi antara sesama warga negara contohnya orang kerap
memanggil seseorang bukan dengan nama aslinya melainkan dengan sebutan ras
atau etnis mereka yang bernada menghina atau dominasi ras/etnis di bidang atau
sektor tertentu. Asumsinya mungkin masyarakat tidak mengetahui apa saja bentuk
dari diskriminasi rasial tersebut, atau bahkan masyarakat tidak mengetahui adanya
sanksi hukum atas diskriminasi ras dan etnis.!48 Terdapat pula diskriminasi
vertikal yang dilakukan oleh pemerintah, contohnya dalam kasus larangan
kepemilikan tanah di Jogjakarta oleh etnis tertentu. !4° Dalam kasus tersebut terjadi
penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga
mengakibatkan diskriminasi secara tidak langsung oleh peraturan yang dibuatnya.

Kesadaran masyarakat Indonesia masih rendah terhadap tindakan
diskriminasi ras dan etnis. Menurut komnas HAM masyarakat Indonesia masih
ada yang tidak mengetahui adanya sanksi hukum atas tindakan diskriminasi ras
dan etnis, baik dalam lingkup pelayanan publik, keagamaan, hak kepemilikan

tanah, ketenagakerjaan, dsb.130

148 Dylan Aprialdo Rachman, Kesadaran Publik Atas Diskriminasi Ras dan Etnis Dinilai Masih
Rendah, https://nasional. kompas.com/read/2018/11/17/07005961 /kesadaran-publik-terkait-
diskriminasi-ras-dan-etnis-dinilai-masih-rendah (diakses 10 Februari 2019 pukul 20.19)

149 Mawa Krena, 'Diskriminasi ras' di Yogyakarta: Kenapa keturunan Cina tak boleh punya tanah?,
https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161005_majalah_tanah yogyakarta (diakses 12
Februari 2019)

150 Dylan Aprialdo Rachman, Kesadaran Publik Atas Diskriminasi Ras dan Etnis Dinilai Maih
Rendah, supra catatan no 148.
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Karena itu pencegahan terhadap diskriminasi ras dan etnis tak luput pula
dari peran warga negara maupun kelompok atau organisasi lain dalam kehidupan
bernegara. Seperti ditegaskan dalam pasal 11 Undang-Undang no 40 tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yaitu setiap warga negara berperan
dalam perlindungan dan pencegahan terhadap ras dan etnis.!51 Ketentuan tersebut
menyatakan agar tidak hanya orang saja yang berperan dalam perlindungan
diskriminasi ras dan etnis tetapi meliputi masyarakat luas berupa organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan dan organisasi non pemerintah agar memiliki
kesempatan yang sama. Peran tersebut dapat dilaksanakan dengan meningkatkan
kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka sebagai pelopor dalam
meningkatkan toleransi dan keberagaman dalam lingkungan mereka. 152

Kanada sebagai salah satu negara yang toleran terhadap perbedaan ras dan
etnis dapat menjadi contoh bagi Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia
khususnya dalam bidang ras dan etnis. Seperti yang ditegaskan dalam Canadian
Human Rights Act section 53 subsection 2, agar tidak melakukan tindakan
diskriminatif dan jangan sampai terulang tindakan serupa di masa mendatang,
maka Komnas HAM Kanada melakukan tindakan pencegahan. Selain itu juga,
memberikan ganti rugi berupa jasa, dalam hal ini dapat berupa layanan, fasilitas,
akomodasi sebagai akibat yang ditimbulkan dari tindakan diskriminatif dari

bidang tersebut karena korban berhak memperoleh jasa dan hak yang sama.

151 Undang-Undang R.I., No. 40 Tahun 2008, supra catatan no 20, pasal 11.
152 4., pasal 12.
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